

BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. tidak hanya itu, perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarkat. di dalam lingkungan peradaban barat maupun yang bukan barat, perkawinan merupakan persekutuan  hidup  antara seorang peria dan  seorang wanita  yang  dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (Undang-

undang hukum positif) atau secara religious (aturan-aturan yang diyakini)”1
Dalam kehidupan sosial, perkawinan merupakan salah satu bentuk intraksi manusia sebagai bagian dari masyarakat yang tidak mungkin terlepas dari keberadaan individu lainya. Namun dalam hal ini, perkawinan tidak hanya menyangkut pada kedua belah pihak yang terkait, melainkan pada pihak-pihak lain, bahkan nantinya melahirkan berbagai hukum lain yang mengandung hak dan kewajiban bagi orang lain.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting yang hidup dalam berbagai aspek  lapisan  sistem  yang  ada  dalam  setiap  dimensi  kehidupan  manusia khususnya Indonesia. Hal ini terlihat bahwa dalam berbagai hukum yang hidup dalam  masayarakat  seluruhnya  memiliki  aturan  yang  mengatur  perkawinan hukum positif, hukum islam, dan hukum adat. Dari perkawinan, sebuah keluarga

terbentuk, di dalamnya mencakup peningkatan generasi sebagai wahana untuk mewujudkan kehudupan yang aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta serta kasih sayang diantara angotanya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif perkawinan di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang peria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.2Menurut kompilasi hukum islam perkawinan adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau missaqan ghalizan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.3
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor.  1  Tahun  1974  berprinsip

bahwa “calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berahir pada perceraian serta mendapatkan hal-hal yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.’'4 Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1

Tahun 1974, di cantumkan usia minimal bagi seorang laki-laki boleh menikah

adalah usianya 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun. Artinya undang- undang  tidak  menghendaki  adanya  perkawinan  bagi  mempelai  yang  usianya kurang dari ketentuan tersebut. Mempelai yang usianya masih belum mencapai

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Lembaran Negara Nomor

1 Tahun 1974.

3 Kompilasi Hukum Islam Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2

4 Dedi mustiadi dan mustofa, perbandingan hukum perkawinan di dunia islam (bandung:
pustaka al-pikriis. 2009), hal 51

usia  tersebut  dikatakan  belum  cukup  umur.  Dan  di  anggap  belum  cakap melakukan tindakan hukum termasuk melakukan perkawinan.

Dilihat dari hukum positif perlindungan anak di Indonesia, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan pembatasan usia dalam undang-undang no. 35 tahun

2014 tentang perlindungan anak  yang menentukan usia diatas 18 tahun untuk seorang tidak lagi di sebut anak, terlebih dalam undang-undang ini orang tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan pada  usia  anak-anak  (pasal  1).  Sehingga  menurut  pasal  ini  usia  16  tahun merupakan usia anak-anak yang perkawinannya harus di cegah, karna di anggap belum cukup umur.

Kenyataanya  di  masyarakat  dalam  imflementasi  batasan  usia  tersebut masih sangat rendah oleh sebagian orang, namun pada sebagian masyarakat hususnya pedesaan dan tradisional tidak menjadikan batasan usia sebagai hal yang mempersulit dilakukannya perkawinan, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkawinan anak di bawah umur yang terjadi, adanya dispensasi nikah yang ternyata begitu saja banayak di kabulkan oleh pengadilan agama semakin tidak mendukung adanya program perlindungan anak.

Penting untuk di ketahui dampak perkawinan anak di bawah umur saat perkembangan fisik dan fisikis yang belum sempurna dapat memicu beberapa hal yang tidak di inginkan. Permaslahan dalam lingkup pribadi, masa remaja yakni wanita  yang  memasuki  usia  akhir  pubertas  antara  17-19  atau  17-21  tahun.5
Mengalami gejola-gejola secara pisikis yang menjadikan dirinya belum setabil

sepenuhnya sehingga pada usia ini gadis remaja perlu pemantauan dan pendidikan lebih dari orang tuanya sebai pengimbang masa transisi dari pubertas remaja.6

Pada usia ini terlihat bahwa seorang remaja telah menginjak dewasa dan

mulai memiliki kematangan psikologis. Secara biologis (reproduksi), dunia kesehatan menyarankan kehamilan dan persalinan terjadi antara usia 21 sampai 35 tahun,  kehamilan  yang  terjadi  di  bawah  21  tahun  dan  di  atas  35  tahun dikategorikan sangat beresiko bagi perempuan. Di dalam ilmu perundang- undanga, atara undang-undang yang satu dengan yang lainya tidak diperkenankan bertentangan, sebagaimana terceremin dalam beberapa asas hukum atau asas perundang-undangan yang digunakan di Indonesia. Adanya pertentangan usia minimal  dalam  melakukan  perkawinan  antara  Undang Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Pekawinan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak seakan memperjelas ketidak harmonisan produk hukum bangsa ini.

Maksud   dari   apa   yang   dipaparkan   di   atas   adalah   untuk   mejaga kelansungan dalam berumah tangga sehingga perlu di tetapkan batas-batas umur dalam melansungkan perkawinan.

Dengan penelitian ini, penulis mengangkat tentang tinjauan yuridis terhadap tindakan kantor urusan agama membolehkan perkawinan anak di bawah umur.  Untuk  itu  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  menyusun  karya  ilmiah dengan  judul  “  TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  TINDAKAN  KANTOR

URUSAN AGAMA (KUA) YANG MEMBOLEHKAN PERKAWINAN ANAK
6 Ibid hal 11

DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru

Kabupaten Lombok Timur ).

Harapan  penulis,  semoga  dengan  adanya  penelitian  ini  akan  memberi banyak manfaat bagi yang membacanya.

B.  Rumusan Masalah
Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permaslahan sebagai berikut:

1.
Bagaimanakah bentuk tindakan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jerowaru?

2.
Apa saja paktor-paktor penyebab perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan jerowaru?

C.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

Dari permasalahan  yang diajukakan maka, penulis mempunyai tujuan dan manfaat penelitian yaitu:

a. Untuk  mengetahui  seperti  apa  bentuk  tindakan  yang  dilakukan  Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jerowaru dalam terjadinya pernikan anak di bawah umur.

b. Untuk mengetahui apa saja paktor-paktor perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan jerowaru.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis:

1) Memberi  impormasi  dan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  apa dampak, yang apabila terjadi perkawinan anak di bawah umur dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetang perkawinan.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman di tengah- tengah berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya Undang-undang perkawinan dalam pertimbangan Kantor Urusan Agma (KUA) dalam penikahan anak di bawah umur.

b. Manfaat praktis:

Penelitian  ini  bermamfaat  bagi  peneliti  untuk  menambah pengetahuan  dan  pengalaman  tentang  pelaksanaan  perkawinan  anak  di bawah umur sehingga peneliti dapat memamfaatkan teori yang di peroleh saat kuliah dalam pelaksanan secara nyata. Selain itu penelitian ini dapat di jadikan sebagai salah satu kelengkapan sarat untuk meraih gelar.

D.  Ruang Lingkup Penelitian
Untuk mencegah pembahasan tidak terlalu luas, panjang lebar dan penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta agar lebih terarah di dalam penelitian ini diperlukan batas-batas sehingga penelitian terarah dalam ruang pembahasan penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian memusatakan kepada sejauh mana Tindakan Kantor Urusan Agama (KUA) Yang Membolehkan perkawinan di bawah umur ditijau dari Undang-Undang Nomor. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan undang-undang perlindungan anak nomor

35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di kantor urusan agama Kecamatan

Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.



